
A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul perlindungan 

hukum  bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga 

yang tidak berlabel maka penulis mengambil kesimpulan: 

1. Dalam pelaksanaan pengaturan hukum terkait izin pada industri 

rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan, 

maka industri rumah tangga merupakan olahan pangan pangan, 

yang dimaksud dengan pangan seperti makanan maupun 

minuman dari hasil proses dengan cara tertentu. Bpom 

melakukan pemeriksaan dalam bentuk sertifikasi dan inspeksi. 

Sertifikasi dengan mendaftarkan makanan industri rumah tangga 

seperti rendang dengan mendaftarkan produknya ke BPOM, 

inspeksi adalah pemerikasaan sarana produksi, sarana distribusi, 

sarana pelayanan yang dilakukan oleh BPOM kemudian 

sampling, penandaan dan pemberian label.  

2. Pelaku usaha perlu untuk jujur dan terbuka dalam memberikan 

informasi mengenai komposisi pangan yang diproduksinya 

untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang 

mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga yang tidak 

mencantumkan label pada kemasan. Agar mempermudahkan 

petugas untuk mensurvei makanan tersebut, konsumen 

mempunyai hak untuk mengetahui kandungan apa saja yang 

terdapat pada makanan atau minuman sehingga ia dapat 

memutuskan layak dikosumsi atau tidak. Tidak semua pangan 



olahan yang diproduksi oleh rumah tangga pangan dapat 

memperoleh sertifikasi produk pangan industri (SPP/IRT). 

3. Dalam pelaksaannya penegakan hukum perlindungan konsumen 

khususnya dalam hal peredaran produk hasil pangan rumah 

tangga, perlu adanya campur tangan alat negara yang 

melaksanakannnya diantaranya ialah pemerintah, masyarkat dan 

lembaga perlindungan konsumen swadayan masyarakat. Adapun 

sanksi yang diberikan jika terkadi pelanggaran hukuman yang 

diberikan kepada konsumen yaitu sanksi administratif berupa 

teguran dengan membuat surat pernyataan bahwa pelaku usaha 

tidak akan mengulangi perbuiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

Sebagaimana dari hasil penelitian analisa penulis tentang upaya 

yang dapat dilakukan dengan BPOM padang sudah sesuai yaitu: 

1. Kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan serta 

memberikan arahan serta kegiatan untuk memberikan 

informasi mengenai pentingnya mendaftarkan merek 

kemasan kepada masyarakat selaku pelaku usaha dan 

konsumen. 

2. Kepada masyarakat untuk menanamkan jiwa tanggung jawab 

dan hati-hati dalam mencek kemasan pangan industri rumah 

tangga yang tidak memiiliki label  pada kemasannya dan 

yang akan dikonsumsi. 

3. Namun saat ini yang belum memehami sehingga pelaku 

usaha yang menjual makan tapa label padahal makanannya 

harus dilabelkan 
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